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LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Abstrak
Konflik yang berlangsung di Aceh selama 29 tahun meninggalkan cerita kelam
bagi masyarakat Aceh, ribuan nyawa tak berdosa melayang. Penyebab utama
konflik Aceh merupakan akumulasi ketidakadilan dalam bidang politik, sosial-
agama, eknomi dan HAM. Ada ribuan korban konflik di Aceh yang sampai
sekarang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mereka masih
memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
melihat bagaimana korban konflik mempersepsikan keadilan bagi dirinya sampai
mereka bisa memaafkan disamping itu untuk menjelaskan dukungan pemerintah
terhadap proses keadilan bagi korban konflik. Untuk menjawab hal tersebut,
peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara
mendalam dan studi dokumentasi dalam menggali data yang di butuhkan dalam
penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini menggunan tiga teori yaitu teori persepsi,
Teori Restributive Justice dan Teori Restorativejustice,hasil dari penelitian ini
menjelaskan beberapa hal yaitu: Pertama, masyarakat Ulim yang menjadi
narasumber dalam wawancara yang dilakukan memberi persepsinya tentang
keadilan bagi mereka ialah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap mereka di
hukum dengan hukuman yang setimpal dan mereka di berikan hak-hak yang
seharusnya mereka terima dan diberi bantuan sesuai dengan yang seharusnya
mereka terima, baru mereka bisa memaafkan. Kedua harapan mereka para korban
koflik semua, kejadian lama “konflik” jangan terulang kembali, dan mereka juga
mengharapkan pemerintah untuk lebih peduli kepada mereka serta pemerintah
juga harus mendukung penuh pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh
Komisi Kebenaran dan Rekonsliasi (KKR) agar terciptanya Aceh yang damai dan
sejahtera terlepas dari trauma masa lalu yang kelam.
Kata kunci : Korban konflik, Persepsi Keadilan, KKR,Pemerintah
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kekerasan yang terjadi selama konflik di Aceh dapat di lihat dalam tiga
fase berikut:
Fase pertama kekerasan pra DOM (Daerah Operasi Militer) (1976-1989)
Gerakan menuntut Aceh merdeka di deklarasikan pada 4 Desember 1976 di
gunung Halimon Pidie1, yang di pimpin oleh Hasan Tiro melalui GAM (Gerakan
Aceh Merdeka) atau ASNL (Acheh Sumatra National Liberation Front). Ini
adalah gerakan pembebasan (liberation movement). Yang ingin membebaskan
rakyat Aceh dari belenggu ketidakadilan pemerintah indonesia.
Pada tahun 1977 perlawanan GAM sempat terasa agresif. Diantaranya,
terbunuhnya dua orang asing yang berasal dari amerika. Setelah pembunuhan itu
pemerintah menempatkan pasukan RPKAD di Aceh. Pada kurun waktu 1976
sampai dengan 1989 untuk mendukung kampanye anti pemberontakan, tentara
Indonesia melakukan pengejaran dan serangan bersenjata serta pencarian
(sweeping) dari rumah kerumah terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka,
didaerah yang diduga sebagai basis GAM.2
1 Yusuf Al-Qardhawi Al- Asyi, Mengapa Gam Lahir(Refleksi Milad Ke-39)Serambi
news.com, diakses pada 2 februari 2019
2 Kontras, Aceh Damai Dengan Keadilan ? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu.
Sentralisme Production, Jakarta 2006, hlm 18
Amnesti Internasional melaporkan, pada saat Tentara Indonesia
melakukan pencarian kerumah-rumah yang di duga sebagai daerah basis Gerakan
Aceh Merdeka, Tentara Indonesia melakukan kekerasan dan Pelanggaran HAM
(Hak Asasi Manusia) seperti:
1. melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk.
2. melakukan penyiksaan terhadap penduduk.
3. melakukan penangkapan terhadap para istri dan anak-anak anggota
GAM, dan melakukan penyanderaan terhadap mereka dan ada diantara
yang di tangkap tersebut kemudian diperkosa.
4. melakukan pembunuhan diluar proses hukum terhadap orang-orang
yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka.3
Fase kedua kekerasan masa DOM (1989-1998)  operasi ini hanya dominan
pada tiga wilayah saja, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Pola-pola
kekerasan selama masa DOM secera jelas menunjukkan bahwa kekerasan yang
terjadi merupakan kekerasan yang terstruktur dengan rapi, terencana dan
terorgranisasi dengan berdirinya berbagai Pos Satuan Taktis (Pos Tatis) yang
tersebar di tiga wilayah tersebut.4
3 Kontras 2006, hlm 21
4 Kontras 2006, hlm 31
Jumlah kasus selama masa DOM di Aceh
No. Jenis Kasus Jumlah
1. Tewas/terbunuh 1.321 kasus
2. Hilang 1.958 kasus
3. Penyiksaan 3.430 kasus
4. Pemerkosaan 128 kasus
5. Pembakaran 597 kasus
Sumber:Forum Peduli HAM Aceh, 19995
Fase ketiga kekerasan Paska DOM (1998-2000)  setelah pencabutan status
DOM di Aceh, kekerasan yang di lakukan oleh negara terhadap warga sipil
semakin terang-terangan tanpa takut di adili.
No Kasus Jumlah Korban
1. Penyiksaan di gedung KNPI Aceh, pada 9
januari 1999.
4 orang tewas 27 luka-
luka
2. Idi cut, pada 3 Februari 1999, jam 23.00 WIB. 28 orang tewas
3. Simpang KKA, 2 Mei 1999 65 orang tewas 125
luka-luka
4. Pembunuhan terhadap jafar sidiq 1 orang tewas
5. Pembunuhan massal terhadap Tgk. Bhantaqia
dan santrinya, pada 23 Juli 1999 jam 11.30
WIB6
57 orang tewas
5 Kontras 2006, hlm 56
6 Kontras 2006, hlm 85-86
Menurut Wese Becker, konflik merupakan proses sosial dimana orang atau
kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak
lain yang di sertai dengan ancaman atau kekerasan.7
Konflik yang terjadi di Aceh selama kurun waktu 30 tahun merupakan
salah satu konflik berdarah yang berlangsung dalam interval waktu yang relatif
lama. Bahkan bila diruntut lebih jauh, Aceh dicabik-cabik oleh konflik dan
peperangan selama lebih dari 125 tahun yang dimulai dari gerakan perlawanan
rakyat Aceh terhadap Kolonial Belanda pada awal tahun 1870-an hingga periode
awal abad ke-20.
Periode kekerasan berlanjut pada perang kemerdekaan RI, perlawanan
Tengku  Muhammad  Daud  Beureueh  pada  periode  pemerintahan  Soekarno
hingga proklamasi Gerakan Aceh Merdeka oleh cucu Pahlawan Nasional Tgk.
Cik  Di  Tiro,  yaitu  Hasan  Tiro  pada  tanggal  4  Desember  1976,  sekaligus
menandai  klimaks kekecewaan  atas Jakarta di bawah administrasi  Soeharto.
Dengan demikian  Aceh  terlibat  dalam  konflik  anak  negeri  dalam  Negara
Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1976 hingga ditandatanganinya MoU
Damai antara Pemerintah RI dan GAM 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Dengan mediator Mr. Martti Ahtisaari, dalam kapasitas sebagai Chairman, Crisis
Management Initiative (CMI).8
7Wase Becker dalam Soejono Soekanto, Sosiologi : Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
Jakarta 1990, Hal. 107
8 Muhammad Nazar , Sejarah Konflik Aceh Perspekstif Pemerintah Aceh.Pemerintah Aceh,
Banda Aceh, september 2008
Selama konflik berlangsung antara tahun 1976-2005 banyak sekali terjadi
pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, dan peristiwa-peristiwa berdarah yang
memakan banyak sekali korban jiwa.
Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak
yang di rugikan9.
Lebih lengkap lagi di jelaskan dalam Qanun Aceh No.17 Tahun 2013
Tentang KKR Aceh, BAB I Pasal 1 Poin 26 di sebutkan korban disitu ialah orang
perseorangan dan kelompok orang yang mengalami penderitaan baik
fisik,mental,maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,
pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari
pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.10
Untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran HAM di Aceh seperti yang di
mandatkan oleh MOU helsinki dan landasan hukumnya dari pasal 229 NO.11
tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berbunyi “untuk mencari kebenaran
dan rekonsiliasi dengan UU ini di bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Aceh” kemudian pemerintah Aceh membentuk Qanun No.17 tahun 2013 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsliasi Aceh.
9Arif Gosita , Masalah Korban Kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63
10Qanun Aceh No.17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, BAB I
Pasal 1 Poin 26.
Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui
KKR sangat berbeda dengan penyelesaian melalui Pengadilan Ad Hoc. Kalau
pengadilan mengenal adanya proses yuridis mulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan sampai dengan putusan hukum, sedangkan mekanisme KKR tidak
mengenal proses seperti itu karena bukan badan peradilan. Hasil utama dari KKR
adalah pengungkapan kebenaran melalui gambaran umum pola pelanggaran HAM
berat dan rekomendasi.
Adanya perbedaan mendasar antara mekanisme pengadilan dan non
pengadilan (KKR) memunculkan kontroversi. Komisi ini dianggap tidak
menuntut pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan tapi hanya
permintaan rekomendasi kepada pemerintah untukdikeluarkan kebijakan sehingga
tidak membawa rasa keadilan. Berbeda dengan proses peradilan yangberfungsi
untuk memastikan pertanggungjawaban pidana/perdata seseorang melalui
penjatuhan vonis.11
Bagi   yang  menerima   dan   menolak   keberadaan   KKR   dapat
dilihatalasannya masing-masing yaitu: bagi yang menerima mengatakan KKR
sebagai penyelesaian  realistik  di  tengah  situasi  transisi  politik  (transitional
justice). Komisi ini dapat menciptakan perdamaian dan tatanan politik yang stabil.
Bagi yang menolak mengatakan KKR sebagai gerakan politik untuk
menyelamatkan pelaku kejahatan (sarana impunity) dan tidak memenuhi rasa
keadilan bagi korban kejahatan HAM.
11Fadli Andi Natsif,” Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Berat” Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.vol.3,No.2.Desember
2016.hal 90
Hakikatnya Komisi  Kebenaran  dapat  membawa  rasa keadilan  terhadap
korban apabila dijalankan secara independen. Artinya negara harus mengungkap
dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan di masa
lampau, baik yang dilakukan oleh pemerintah yang sementara berkuasa maupun
yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,berkaitan dengan korban-korban dan
pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian dilakukan rekonsiliasi, artinya setiap
masyarakatyang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkandari
pengalaman masa lampaunya, serta mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat
penyelesaian substansial dari sebuah konflik dan kekacauan yang terjadi.12
Tahun 2018 usia perdamain  Aceh dan Negara kesatuan Republik
Indonesia memasuki tahun ke 13, ada yang menyambut ini dengan gembira dan
ada pula yang menyambutnya dengan kesedihan,sudah pasti bagi mereka yang
tidak merasakan kerugian apapun di saat konflik dulu akan biasa-biasa saja
dengan hal ini, tetapi bagi mereka yang menjadi korban konflik sudah pasti
kenangan-kenangan buruk yang pernah terjadi dulu pasti masih teringat betul di
kepala mereka, dan bayang-bayang keadilan sudah pasti selalu terpikirkan di
pikiran mereka.
Karena keadilan yang selama ini para korban konflik inginkan tidak di
dapatkan dan pemerintahan terlihat setengah hati membantu para korban konflik
untuk mendapatkan hak-haknya, sekalipun pemerintah telah membuat program
bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA).Tetapi banyak korban yang mengeluhkan
program tersebut dikarenakan proses untuk mendapatkan bantuan dari proogram
12Fadli Andi Natsif, hlm 91
tersebut terbilang rumit. Korban konflik belum di definisikan secara baik dan
persyaratan untuk mengakses skema bantuan itu berujung pada kesulitan praktis
lainnya. Hal ini di sebabkan oleh beberapa korban/penyintas tidak cukup berani
untuk melapor kepada pemerintah lokal tentang apa yang terjadi pada mereka,
sebagaimana di syaratkan untuk mengakses bantuan. Bagi yang lain, ialah
kesulitan menunjukkan bukti apa yang terjadi padanya . Secara khusus sangat sulit
bagi korban penyiksaan untuk di akui bila cedera yang mereka alami tidak terlihat
secara fisik.
Walaupun beberapa LSM telah berusaha memperluas kategori “orang
yang menderita kelainan yang terus berlangsung akibat dari konflik (korban cacat)
pada korban/penyintas kekerasan seksual, banyak penyintas kekerasan seksual
yang tidak bisa menerima bantuan keuangan atau medis sebagian dari skema
BRA. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah pembuktian terjadinya
kekerasan seksual terhadap mereka pada masa konflik.13
Seperti yang di beritakan oleh media online Can Indonesia, Budi satria
mengatakan: “Pemerintah Aceh tidak serius untuk menyukseskan reintegrasi
Aceh. Hal ini karena dari total pagu anggaran digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak dapat memberikan dampak langsung ke kelompok-kelompok
sasaran program BRA yaitu orang-orang yang menjadi korban saat konflik
Aceh,Tahanan politik, Narapidana politik dan Eks Kombatan GAM”.14
13 Amnesty Internasional Publication, Saatnya menghadapi masa lalu ,Keadilan bagi
korban pelanggaran masa lalu di provinsi Aceh, Indonesia.2013. hal 13
14Mantan petinggi GAM nilai DPA BRA cacat hukum
.http://www.google.co.id/amp/s/canindonesia.com diakses pada tanggal 25 November 2018
Korban konflik dikecamatan Ulim Pidie Jaya selama ini masih
memperjuangkan hak dan keadilan bagi mereka. Dari semenjak Aceh berdamai
dengan Pemerintah RI sampai sekarang, belum ada langkah kongkrit dari
Pemerintah untuk mensejahterakan mereka.Dan keadilan yang selama ini di
inginkan, rasanya hanya sebatas harapan.Banyak cara sudah di tempuh namun
hasil masih tetap sama, ingin hati untuk memperoleh keadilan namun sampai
sekarang tak kunjung di dapatkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dan analisis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul“Persepsi
Masyarakat Korban KonflikTerhadap Rasa Keadilan, Study Kasus, Di Kecamatan
Ulim Pidie Jaya”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka
muncul perumusan masalah yang harus di pecahkan. Adapun perumusan masalah
tersebut adalah sebagai berikut:
1.2.1.Bagaimana persepsi korban konflik di Ulim Pidie Jaya terhadap rasa
keadilan ?
1.2.2. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap proses keadilan bagi korban
konflik di Ulim Pidie Jaya ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk melihat persepsi
Korban konflik di kecamatan Ulim kabupaten Pidie Jaya terhadap rasa keadilan
dan bagaimana dukungan pemerintah terhadap proses keadilan bagi korban
konflik di kecamatan Ulim Pidie Jaya.
1.4 Mamfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan kajian teori-teori sosial terutama di bidang ilmu politik.
b. Secara akademis dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan
menjadi referensi bagi mahasiswa tentang Persepsi Masyarakat Korban
Konflik Terhadap Rasa Keadilan.
1.4.2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak
terkait dalam penelitian ini.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Persepsi
Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan imformasi dan menafsirkan
pesan.1
Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan, dan proses
pengindraan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses
pengindraan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima
stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga
sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat
pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya
merupakan alat indera yang di gunakan untuk menerima stimulus dari luar
individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan
dunia luarnya2. Stimulus yang di indera itu kemudian oleh individu di
organisasikan dan di interpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti
tentang apa yang di indera itu, dan proses ini di sebut persepsi.
1Nur Sultan Baitur R,”Persepsi Remaja Terhadap Kekerasan Verbal Dalam Acara Ini
Talkshow Net.Tv Dikelurahan Gunung Kelua RT. 11 Kecamatan Samarinda Ulu”Ilmu
Komunikasi.vol.5 No..3, 2017, hlm. 181
2 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,2010),hlm.
99-100.
2.2. Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi
2.2.1. Objek Yang Dipersepsi
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat
datang dari dalam diri indviidu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf
penerima yang bekerja sebagai reseptor.Namun sebagian terbesar stimulus datang
dari luar individu.
2.2.2. Alat Indera, Syaraf, Dan Pusat Susunan Saraf
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.
Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan
stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat
kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon di perlukan syaraf motoris.
2.2.3. Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya
perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam
rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi
dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan
objek.
Dari hal-hal tersebut dapat di kemukakan bahwa untuk mengadakan
persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar
terjadi persepsi, yaitu (1) objek atau stimulus yang di persepsi;(2) alat indera dan
syaraf-syaraf serta pusat susunan saraf, yang merupakan syarat fisiologis; dan (3)
perhatian, yang merupakan syarat psikologis.3
2.3. Proses Terjadinya persepsi
Proses terjadinya persepsi dapat di jelaskan sebagai berikut : objek
menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera (reseptor). Proses ini
merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera di teruskan oleh
saraf sensorik ke otak. Proses ini merupakan proses psikologis. Kemudian
terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa
yang dilihat, apa yang di dengar atau apa yang di raba. Proses ini adalah proses
terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai
akibat dari persepsi dapat di ambil oleh individu dengan berbagai macam
bentuk.Stimulus mana yang akan mendapat respon dari individu tergantung pada
perhatian individu yang bersangkutan.4
2.4.Pengertian Keadilan
Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan
dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang
memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan
tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang
diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi
Yogyakarta,2010).hlm100-101.
4Nur Sultan Baitur R,”Persepsi Remaja Terhadap Kekerasan Verbal Dalam Acara Ini
Talkshow Net.Tv Dikelurahan Gunung Kelua RT. 11 Kecamatan Samarinda Ulu”Ilmu
Komunikasi.vol.5 No..3, 2017 hlm.,182.
2.5. Retributive Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Akar kata retribusi adalah “tribution” dalam bahasa latin ini berarti “saya
bayar kembali” dan memiliki arti yang sama dengan membayar hutang yang
terutang. Ketika keadilan retributif di terapkan, semacam retribusi, seorang
penjahat pada dasarnya membayar utangnya kepada masyarakat dan menderita
beberapa jenis hukuman sebagai imbalannya.
Keadilan retibutif mengharuskan hukumannya proposional dan di jatuhkan
pada tingkat yang sama dengan kejahatan. Pada zaman Alkitab, retribusi
dijelaskan sebagai contoh ‘mata ganti mata’atau ‘gigi ganti gigi,’. Jenis keadilan
ini tidak menghukum orang yang tidak bersalah tetapi hanya memberi orang yang
bersalah hukuman yang pantas mereka terima.5
2.6.RestorativeJusticeDalamPenyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Konseprestorativejustice pertama kali diperkenalkan oleh
AlbertEglash.Namun demikian jauh sebelum Albert Eglashmengemukakan
gagasannya, peradaban dan tradisi ArabKuno,Yunani, Romawi Kuno dan
Hindustan sebetulnya telahmengenal keadilan restoratif khusus dalam
kejahatanpenghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidakmenggunakan istilah
keadilan restoratif tetapi paling tidakterdapat pendekatan restoratif.Demikian pula
di kalanganmasyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh haritelah
mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikanmasalah hukum mereka,
melalui semboyan “he who atonesis forgiven” artinya dia yang menebus,
5 Janice Bailey, Apa itu Retributive Justice?-Devinisi dan Contoh,http://study.com
Diakses Pada 2 February 2019
diampuni.Ditegaskan oleh John Braithwaite, keadilan restoratif didasarkan pada
tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno, India Hindu,
Tao, dan Konghucu yang menerima pendekatan restoratif bahkan untuk
pembunuhan, untuk siapa "dia yang menebus diampuni”.6
Restorativejustice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan
dan pelembagaanmenjadi sesuai dengan keadilan.Restorative justicedibangun atas
dasar nilai-nilaitradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang
dilaksanakanmenghargai hak- asasi manusia. Prinsip-prinsip restorative justice
adalah, membuatpelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang
disebabkankarena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk
membuktikankapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya
dengan cara yangkonstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau
temanbermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang
berhubungandengan kejahatan untuk mengatasinya.7
Model keadilan restoratif berupaya mendapatkan tanggapan dari individu
dan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman, keharmonisan, persahabatan,
dan juga kemungkinan terwujudnya rekonsiliasi antar-bangsa, masyarakat dan
individu. Filosofi penggunaan keadilan restoratif yang tidak mempidana pelaku,
tetapi pengungkapan kebenaran merupakan salah satu cara untuk memulihkan
martabat manusia yang menjadi esensi atau nilai HAM. Oleh karena itu
6 Jhon Braitwhite, Restorative justice, dalam michael Tonry, The Handbook of Crime and
Punishment, Oxford University Press, Newyork.1998,hlm 323.
7 Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana Dari Retributif ke Restoratif”.Litigasi, Vol
6,No, 3 Oktober 2005,terakreditasi,hlm 225.
pengungkapan kebenaran dalam kasus Pelanggaran HAM merupakan tujuan
utama dari keadilan restoratif. 8
Restorative justice lebihmenekankan pada upaya pemulihan dan bukan
untuk menghukum. Dalampelaksanaannya, restorative justice akan merespon
tindak pidana dengan ciri-cirisebagai berikut:
a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki
kerugianyang diciptakan
b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder)
c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama
iniantara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.9
Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah pencapaian
keadilanyang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya,
dantidak sekedar mengedepankan penghukuman.Keadilan yang saat ini
dianut,yangoleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda
dengan keadilanrestoratif.
Menurut keadilan restributif, kejahatan dirumuskan sebagai
pelanggaranterhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan
dirumuskansebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu,
keadilan restributifberpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak
8Fadli Andi Natsif,”hlm 94.
9 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah
Tangga), Yayasan Gema Yustita Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 121.
pidana dirumuskandalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif
berpandangan bahwapertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak
pemahaman terhadapperbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang
paling baik.Dilihat darisisi penerapannya, keadilan restributif lebih cenderung
menerapkan penderitaan, penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif
menerapkan restitusisebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan
restorasi sebagai tujuan utama10.
Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai
berikut:
a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak
yangdirugikan.
b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harusmendapat
kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum,
sementaramasyarakat membangun dan memelihara perdamaian.11
Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai
utama,yaitu:
a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan
kepadapihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan
pertemuanuntuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
10Ridwan Mansyur , hlm 124.
11 Ridwan Mansyur, hlm 125
b. Amends (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil
langkahdalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
c. Reintegration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu
mencarilangkahpemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan
kontribusikepada masyarakat.
d. Inclusion (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihakyang
terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.12
Proses restorative justice dapat dilakukan dalam beberapa
mekanismetergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang
mengkombinasikansatu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa
mekanisme yang umumditerapkan dalam restorative justice adalah sebagai
berikut:
a. Victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku)
b. Conferencing (pertemuan atau diskusi)
c. Circles (bernegosiasi)
d. Victim assistance (pendampingan korban)
e. Ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku)
f. Restitution (ganti rugi)
g. Community service (layanan masyarakat)13
12Ridwan Mansyur, hlm 126
Hariman Satria Mengatakan : lima hal yang dapat disimpulkan ketika
berbicara tentang keadilanrestoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan
padaupaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan danmemberi solusi
(bertanggungjawab) atas kejahatan yang telahdilakukannya kepada korban.Kedua,
pihak pertama yangharus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban
sebabkorbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatantersebut.Ketiga,
pelaku dan korban kejahatan selanjutnyadapat duduk bersama untuk
mendiskusikan langkah-langkahyang dapat ditempuh guna memulihkan
permasalahan yangterjadi (restitutio in integrum). Keempat, negara
ataupemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihankepada korban
berjalan sesuai kesepakatan bersama antarapelaku dan korban sehingga tidak
menimbulkan konflik yangberkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi
bagianyang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilanrestoratif antara
pelaku dan korban. Komunitas masyarakatakanberperan penting untuk mendorong
dan mendukungpenyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihanatau
perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan olehpelaku.14
13 Ridwan Mansyur, hlm 126
14 Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,Media
Hukum, Vol 25, No, 1, Juni 2018,hlm 118.
2.7. Perbedaan Retribitive Justice Dengan Restorative Justice
15 Conflict Solution Center, Retributive Justice VS
Restotative,www.cscs.org/restorative_justice/retribution_vs_restoration.html. Di akses pada 2
Februari 2019
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Keterlibatan Langsung oleh peserta15

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau
objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang  tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian
deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data dan fakta secara sistematis
sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.
Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi
atau daerah tertentu. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori,
data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil
penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh
karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,
suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data
yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.
Penelitiankualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan
pada makna.1
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.
Di desa Nangrho Timu, Blang Usi, Reuleut, Cot Setuy dan Blang Rhue,alasan
penulis mengambil lokasi ini adalah :
3.2.1. Banyaknya korban konflik dan daerah ini termasuk daerah yang rawan saat
konflik.
3.2.2. Masyarakatnya yang ramah-ramah memudahkan penulis untuk meneliti dan
menggali imformasi yang di inginkan dari mereka yang sesuai dengan
judul skripsi ini.
3.3 Sumber Data
Pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan bagian yang
sangat penting bagi peneliti, Karena ketetapan memilih dan menetukan jenis
sumber data akan menentukan ketetapan dan kekayaan data atau imformasi yang
di peroleh tanpa adanya sumber data. Betapapun menariknya suatu permasalahan
atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, maka ia tidak akan punya
arti karena tidak akan bisa diteliti dan di pahami. Dari jenis data yang di perlukan
untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dengan baik Jadi jenis
datanya ialah sebagai berikut.
1Afifuddin, Beni Ahmad Saebani.Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka
Setia.Bandung,2009,hal 58
3.3.1. Data primer merupakan jenis sumber data yang di peroleh langsung dari
imformasi atau narasumber yaitu dalam hal ini data primer di peroleh dari
Korban konflik di kecamatan Ulim kabupaten Pidie jaya
3.3.2. Data skunder merupakan jenis sumber data yang bersumber dari madia tulis
seperti buku, majalah, arsip, koran, gambar, dokumentasi yang ada
kaitannya dengan aktivitas dan sesuai dengan tema yang dipilih dalam
penelitian ini.
4.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat
dikelompokkan  ke  dalam dua  cara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang
bersifat interaktif dan non-interaktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teknik interaktif termasuk di dalamnya meliputi :
4.4.1.Wawancara Mendalam
Peneliti melakukan wawancara dengan tujuh orang korban konflik di
Kecamatan Ulim Pidie Jaya dan jawaban dari narasumber di catat di buku
berdasarkan pertanyaan penelitian.
4.4.2.Dokumentasi
Dokumen beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang
lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainDalam penelitian ini
dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau
dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat
dalam penelitian ini.
5.5 ValiditasData
Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek
penelitian dengan data yang dapat di laporkan oleh peneliti. Dengan demikian
data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh
peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.2
6.6 Teknik Analisa Data
Dalam proses analisis data kualitatif peneliti menggunakan tiga komponen
utama proses analisa, antara lain :
6.6.1. Reduksi Data
Reduksi data  merupakan komponen pertama  dalam  analisis yang
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi   data dari
fieldnote. Proses awal dimulai dengan pengumpulan data. Reduksi data
berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja
2 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2005 hlm 117
konseptual, melakukan pemilihan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, dan
juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan
6.6.2. Sajian Data
Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk  narasi  yang  memungkinkan  simpulan  penelitian dapat dilakukan. Sajian
data harus mengacu pada rumusan masalah yang  telah  dirumuskan sebagai
pertanyaan penelitian,  sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi
mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab pertanyaan yang
ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi jenis
matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai
pendukung narasinya.
6.6.3. Penarikan Kesimpulan
Dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari
berbagai hal yang ia temukan dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan,
pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan tentang
sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai
pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar
benar- benar  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ketiga  komponen  analisis data
tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengambilan data sebagai
proses siklus dan sifat saling terkait baik sebelum, pada waktu, maupun sesudah
pelaksanaan pengumpulan data yang bergerak diantara dat reduksi, sajian data dan
penarikan kesimpulan
Reduksi data
Reduksidata
Sajiandata
ModelAnalisisInteraktif3
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3H.B. Sutopo. Pengantar Penelitian Kualitatif.Universitas Sebelas Maret. Surakarta.1996,
hlm  49-96
Pengumpulandata
Penarikan
simpulan/verifikasi
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Profil Kecamatan Ulim
Ulim merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya,
Provinsi Aceh, Indonesia. Memiliki 5 Mukim (Wilayah adat yang menaungi desa-
desa) dengan 30 Gampong/Desa dan 71 Dusun. Jumlah penduduk 14.120 jiwa
dari 4.369 Kepala Keluarga dengan tingkat kepadatan penduduknya 344/Km2.
Sebelum resmi menjadi kecamatan sejak tahun 1967, Ulim masuk dalam
wilayah kewedanan Meureudu. Masa Kerajaan Aceh Darussalam, Ulim juga
masuk dalam kekuasaan Negeri Meureudu.
Mata pencarian masyarakat ulim pada umumnya ialah bertani, beternak
dan sebagiannya sebagai nelayan
Secara tupografi Ulim berada 9 meter di atas permukaan laut. Luas
wilayahnya 64,67 Km2 dengan rincian luas daratan 41 Km2 dan luas area laut
23,67 Km. Ulim berada sekira 159 Km arah Timur Ibukota Provinsi Aceh atau
Kota Banda Aceh.
Batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan selat malaka,
sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jangka Buya dan Bandar Dua,
sebelah selatan kecamatan Bandar Dua dan Meurah Dua, sebelah barat berbatasan
dengan kecamatan Meurah Dua dan Meureudu
.
4.2 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Pembentukan KKR di Indonesia memeiliki sejarah yang panjang dan di
lematis dimana terjadi tarik ulur kepentingan di dalamnya. Proses
Pembentukannya dapat dilihat dari uraian yang di simpulkan oleh Pusat
Dokumentasi Elsam (Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat) .
4.2.1.KKR Nasional
 Pada tahun 1998, gagasan pembentukan KKR disuarakan dan didorong oleh
berbagai kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan juga
Komnas HAM. Gagasan tersebut ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan
antara Komnas HAM dengan pihak pemerintah untuk membentuk Tim
Informal Rekonsiliasi Nasional.
 Pada tahun 2000, Pembentukan KKR mendapatkan basis legalnya ketika
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan mengenai
pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) tahun
2000., landasan hukum kedua tentang mandat untuk pembentukan KKR juga
terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM sebagai
sebuah mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
 Pada tahun 2001, ditengah penggodokan draft RUU KKR di Pemerintah,
DPR dan Pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa negara akan
mempertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua
melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. Janji itu dituangkan
dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Artinya DPR
dan Pemerintah telah berjanji kepada rakyat Papua bahwa KKR akan
dibentuk.
 Pada tahun 2003, pembahasan RUU KKR mulai berjalan di DPR.1
Pembahasan DPR ini dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus)
yang terdiri dari 50 orang dari lintas fraksi. Pembahasan RUU KKR
memakan waktu lebih dari satu setengah tahun sebelum akhirnya di sahkan
menjadi UU.
 Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 7 September 2004, RUU KKR disyahkan
dalam rapat paripurna DPR menjadi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
 Pada tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM pada
bulan April 2005 melakukan proses seleksi calon anggota Komisioner KKR,
terpilih 42 calon anggota yang kemudian diserahkan kepada Presiden untuk
dipilih 21 calon.
 Pada tahun 2006, Di tengah keterlambatan pembentukan KKR Nasional,
pemerintah menjanjikan kepada rakyat Aceh untuk membentuk KKR sebagai
instrumen penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia. melalui UU No. 11
tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pasal 229 menyatakan bahwa “untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu di Aceh dibentuk Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.” KKR yang dijanjikan untuk Aceh ini,
merupakan bagian dari KKR Nasional. Janji untuk membentuk KKR tersebut
juga merupakan hasil perundingan internasional antara RI dengan GAM
dalam sebuah MoU yakni dalam MoU Helsinki.
 Pada tahun 2006, terjadi upaya mengajukan uji materiil UU KKR ke
Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh sejumlah LSM dan korban
pelanggaran HAM. Para pemohon uji materiil ini mendalilkan bahwa
sejumlah ketentuan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, diantara
menyenai pemberian amnesti kepada pelaku, dan penyelesaian pelanggaran
HAM masa lalu yang “seolah” terjadi tawar menawar dengan pelaku, karena
adanya prasyarat rekonsiliasi atau penyelesaian pelanggaran HAM yang berat
dilakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku, klausul-klausul
tersebut juga dianggap bertentang dengan hukum hak asasi manusia
internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip
terkait hak-hak korban.
 Pada akhir tahun 2006, MK mengabulkan tuntutan para pemohon dan justru
membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang
dibatalkan merupakan pasal yang merupakan jantung dari apa yang menjadi
tujuan UU KKR. Dengan pembatalan pasal ini maka KKR tidak lagi bisa
menjadi tujuannya, sehingga UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan.
MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai
dengan UUD 1945, hukum humaniter dan
hukumhakasasimanusiainternasional.1
1 Elsam, Mendorong pembentukan kembali UU Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi,
Policy Brief, Koleksi pusat dokumentasi Elsam,http://referensi.elsam.or.id/2014/09/mendorong-
pembentukan-kembali-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/.PDF diakses pada 25 November
2018
4.2.2. KKR Aceh
Pemerintah Aceh pada 31 Desember 2013 telah mengesahkan Qanun KKR
Aceh. Pengesahan Qanun tersebut merupakan perintah Pasal 229 UU Pemerintah
Aceh yang menyebutkan “untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi,dengan
Undang-Undang ini di bentuk komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh”.
Pembentukan KKR Aceh tersebut juga sejalan dengan amanah perjanjian damai
yang tertuang dalam Nota kesepahaman antara pemerintah Republik indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka yang dikenal dengan MoU Helsinki pada 15 Agustus
2005.
Walaupun jika dilihat dari aspek waktu pelaksana, Pasal 260 UU
Pemerintah Aceh sebenarnya memerintahkan KKR di Aceh berlaku efektif paling
lambat 1 (satu) tahun sejak UU Pemerintahan Aceh di undangkan. Karenanya,
terbentuknya Qanun KKR Aceh pada Tahun 2013 sebenarnya sudah terlambat 6
(enam) tahun dari waktu yang di tentukan.2
4.3. Sikap dan Pandangan Korban Konflik di KecamatanUlim Terhadap
KKR
Masyarakat Ulim yang menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini
keseluruhannya tidak mengetahui tentang adanya lembaga Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR) ini sebelumnya.Namun setelah peneliti memberi pendidikan
awal tentang adanya KKR tugas dan fungsinya serta tujuan di bentuknya KKR,
masyarakat korban konflik Ulim menjadi lebih terbuka,dan bersedia memberikan
imformasi kepada peneliti, dengan menceritakan apa yang telah di alami,ketika
2Ali abdurrahman,Mei susanto “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran Ham di Masa
Lalu” Vol.3.No.3. 2016. Hlm 526
konflik, mulai dari penganiayaan, ancaman, serta perlakuan yang tidak manusiawi
lainnya. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Halimah salah satu
korban konflik di kecamatan Ulim beliau mengatakan:
‘sering saya di datangi oleh Oknum TNI untuk mencari
tau keberadaan anak saya dan mereka selalu mengancam
dengan suara yang lantang dan terkadang ketika salah
menjawab pertanyaan mereka saya pernah di tendang dan
suami saya di tonjok sampai jatuh”3
Anak beliau (Halimah) adalah anggota Gam yang aktif ketika itu bertugas
di Kecamatan Ulim dia sosok GAM yang sangat di cari oleh TNI karena
pengaruhnya yang lumanyan besar di daerah itu, sampai pada tahun 2004 dia sakit
dan dirawat di rumah sakit medan tak lama setelah itu keberadannya  di bocorkan
oleh imforman dari TNI (Cuak) dan dia di jemput dirumah sakit, sampai saat ini
keberadaannaya tidak di ketahui lagi. Beliau (Halimah) menyambut baik
keberadaan KKR yang baru ia ketahui ini dan berharap kepada KKR untuk
membantunya mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.
Korban konflik yang juga menerima penganiayaan ketika konflik dulu ia
bernama Husna beliau sering di pukul dan di bentak-bentak oleh Oknum TNI
yang mencari tau keberadaan suaminya yang merupakan anggota GAM, serta
ancaman akan di bunuh selalu ia terima jikalau ia tidak memberikan informasi
kepada TNI,  ketika penulis bertanya tentang pandangannya terhadap KKR beliau
menjawab:
“saya sudah sering memberikan data-data yang di minta oleh
orang-orang yang katanya dari pemerintah dan akan
3 Wawancara di lakukan dengan Halimah  korban konflik pada tanggal 20 November
2018
memberikan bantuan, dan setelah itu tidak ada kejelasan lagi
tentang data-data tersebut. Kalau KKR itu bisa berguna bagi
kami ya kami ini kan selaku korban konflik yang kurang di
pedulikan pemerintah selama ini, ya kami senang kalau memag
KKR bisa bantu kami4
Dan narasumber yang lainnya juga memberikan jawaban yang hampir
sama dengan yang di atas ketika peneliti menanyakan pandangannya tentang
KKR,  dan jawaban-jawaban mereka sebagai berikut:
Wardiah, beliau suaminya meninggal karena di tembak dengan
alasa yang tidak jelas oleh oknum.
“Apa benar KKR bisa bantu kami untuk mendapatkan hak-hak
kami yang selama ini tidak kami dapatkan dari pemerintah,
kalau bisa kami senang mendengar kabar itu ”5
Ahmad,  beliau saat konflik dulu pernah di suruh tiarap dan di tembak di
dekat kuping kirinya dan sampai sekarang kuping kirinya masih belum bisa
mendengar dengan sempurna serta dia pernah di tendang di dadanya dan lainnya.
“Kenapa baru sekarang pemerintah membuat KKR kenapa gak
dari dulu jika ini bisa membantu orang yang bernasib seperti
saya maka saya dukung KKR ini”.6
Dari keseluruhan narasumber yang peneliti wawancarai ada satu korban
konflik yang memberikan jawaban berbeda, beliau waktu konflik pernah
tertembak di kakinya, dia seperti meragukan dan pesimis tentang keberadaan
KKR ketika peneliti bertanya pandangannya tentang KKR beliau menjawab:
“ saya tidak percaya dengan yang begituan itu hanya olah saja
4 Wawanncara di lakukan dengan Husna korban konflik pada tanggal 20 November 2018
5 Wawanncara di lakukan dengan wardiah  korban konflik pada tanggal 20 November
2018
6 Wawanncara di lakukan dengan  Ahmad  korban konflik pada tanggal 21 November
2018
dan kalau pun itu di bentuk pasti karena hanya ingin
mendapatkan simpati dari masyarakat aceh saja, itu pasti di
bawah kendali pemerintah pusat dan pada akhirnya nanti itu
akan sia-sia saja dan menurut saya itu percuma”7.
Beliau mengemukakan alasan ketidak percayaannya kepada KKR di
karenakan selama ini tidak ada langkah kongkrit dari pemerintah dalam hal
mensejahterakan para korban konflik, dana banyak tetapi nasib para korban
konflik masih jauh dari sejahtera. Seperti yang di beritakan oleh media online
AJNN.net Pemerintah Aceh melalui anggararan pendapatan Belanja aceh (APBA)
tahun 2017 mengalokasikan Rp. 61 miliar untuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
Fadhil Abdullah atau yang sering di sapa Petrus juga mengungkapkan bahwa
“dana yang di gelontorkan oleh pemerintah menurut info yang ia terima mencapai
Rp 70 miliar pertahun.”8
4.4.Harapan dan Tuntutan
Semua orang yang menjadi korban dalam konflik yang berkepanjangan
antara Gerakan Aceh Merdeka(GAM) dengan Pemerintah Indonesia pada saat itu
meninggalkan cerita kelam bagi mereka, yang merasakan dampak langsung dari
konflik tersebut, suatu peristiwa yang masih teringat betul di pikiran mereka tetapi
tidak untuk di ulang kembali.
Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa korban konflik
hal yang pertama mereka sampaikan tentang harapannya ialah “Konflik jangan
terjadi lagi” karena menurut mereka seperti dulu-dulu ketika konflik “kita tidak
7 Wawanncara di lakukan dengan Khaidir  korban konflik pada tanggal 21November
2018
8 Anggaran BRA 2017 Capai Rp 61 Miliar,ini rinciannyahttp://ajnn.net/news diakses
pada 25 November 2018
bisa kemana-mana, dan tiap hari dalam ketakutan serta tidak bisa bekerja dengan
tenang”.
Para korban konflik sangat mengharapkan komitmen dari pemerintah
untuk  memperdulikan nasib mereka serta mengindahkan permintaan mereka yang
selama ini masih kurang dan terkesan pemerintah menutup telinga terhadap
aspirasi yang mereka sampaiakan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan
dengan Isma mantan DPRK pidie jaya mengatakan bahwa :
“Sejauh ini bantuan yang pernah di berikan kepada beberapa
korban konflik, janda-janda perang serta anak yatim yang
pernah di berikan pada tahun 2008 yaitu setiap orangya 10 juta
dan itu untuk membeli hewan ternak sapi, dan dana rehab
rumah, tetapi itu semua jauh dari yang di janjikan, kalau dulu
dijanjikan setiap kombatan di berikan rumah dan tanah, untuk
bercocok tanam tetapi itu belum terealisasikan sampai
sekarang”.9
Seperti yang peneliti amati di lapangan bantuan untuk korban konflik
sangat susah untuk di dapatkan, dan sekalipun ada itu hanya alakadarnya,
bantuannya pun sudah lama dan sekarang tidak ada lagi, mereka sering di data
katanya untuk kepentingan berkas tetapi hanya sampai di situ saja tidak ada tujuan
serta langkah yang pasti dari tidakan tersebut, di tambah lagi dengan isu yang
sempat buming di tahun 2017 lalu yaitu tentang dana 650 miliar yang di sebut-
sebut di peruntukkan bagi mantan kombatan GAM pada 2013 silam, yang di
persoalkan oleh Zakaria Saman (Apa Karya) dalam debat kandidat calon gubernur
9 Wawanncara di lakukan dengan  Isma mantan DPRK pidie jaya  pada tanggal 21
November 2018
dan wakil gubernur Aceh pada pilkada 2017, Rabu 11 Januari 2017.10 Rupanya
isu ini sampai ketelinga korban konflik dan membuat mereka geram dan semakin
luntur kepercayaannya terhadap kinerja pemerintah. Seperti yang diungkapakan
oleh Khaidir :
“Segitu banyak uang di bawa kemana, kenapa pemerintah
tidak terbuka kepada kami tentang dana itu, pemerintah
terkesan mengabaikan apa yang seharusnya menjadi hak
kami11”
Setelah masyarakat korban konflik mengetahui tentang adanya lembaga
KKR mereka sangat mengharapkan lembaga ini bisa membantu masyarakat untuk
memperjuangkan hak-hak dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Karena ini
harapan terakhir mereka. Seperti pengakuan Halimah, Husnah, Wardiah dan
Ahmad saat diwawancarai menyebutkan bahwa mereka sering di mamfaatkan
keadaannya oleh oknum tertentu untuk kepentingannya, mereka mengaku sering
di tipu dengan di iming-imingi bantuan berupa rumah,tanah dan uang yang
banyak, tetapi sampai saat ini mereka tidak mendapatkannya. Bahkan orang
tersebut hilang entah kemana,
“pernah datang orang ke saya dan mengaku dia utusan dari
gam tertinggi yang ada diluar negri katanya dan bisa
membantu saya untuk mendapatkan bantuan seperti
rumah,uang dan tanah, serta meminta saya untuk membuat
biodata dan meminta uang Rp 30.000.00 untuk administrasi
katanya, setelah saya buat dan berikan kedia sampai saat ini
saya pun tidak mendapatkan apa-apa dan orang tersebut tidak
ada kabar lagi12”
10 Usut tuntas Dana Rp 650 M
http://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2018/10/14di akses pada tanggal 25
November 2018
11 Wawancara di lakukan dengan Khaidir  korban konflik pada tanggal  20 November
2018
12 Wawancara di lakukan dengan, korban konflik pada tanggal 20-21 November 2018
Menurut pernyataan korban konflik tersebut pertama orang tersebut datang
ke desa lalu menanyakan kepada kepala desa ada berapa orang korban konflik di
sini setelah di berikan imformasi oleh kepala desa baru ia datangi satu persatu.
Sungguh sangat di sayangkan jika nasib mereka di manfaatkan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi, seharusnya di sini pemerintah harus cepat turun
tangan mengatasi hal tersebut jangan hanya memberikan alasan yang tidak jelas
kepada korban konflik, masyarakat tidak butuh janji tapi bukti nyata.Husna
pernah juga mengalami hal yang hampir serupa dengan yang di atas yaitu :
“ketika masa kampanye pemilihan guberrnur tahun 2017 lalu
datang seseorang kesaya dia mengaku dari timses partai, yang
ingin mengusahakan rumah layak huni kesaya dan dia foto
rumah saya setelah itu dia bilang kalau kita menang maka
peluang untuk keluarnya rumah ini akan semakin besar karna
kita yang mengatur semua13”
Hal ini menunjukkan, berbagai perkara di lapangan masih banyak
mendepankan sentimen pribadi khusus bagi yang punya otoritas dalam
menentukan kebijakan-kebijakan masalah ini. Selayaknya tuntutan masyarakat
bilapun tidak maksimal dengan artian tidak konsisten dengan yang dijanjikan
minimal tidak memberi pernyataan di luar dugaan masyarakat yang
mengakibatkna putus asa dan hilang kendali kesabaran.
13 Wawancara di lakukan dengan Husna korban konflik pada tanggal  20 November 2018
4.4.1. Keadilan Bagi Korban HAM
Semua korban konflik di Aceh yang pernah merasakan penderitaan yang
sama sudah pasti menginginkan yang namanya ke adilan bagi mereka, begitupun
korban konflik di kecamatan Ulim. Sudah sekian lama Aceh berdamai dengan
Republik Indonesia dari ditandatangani kesepakatan damai oleh kedua belah
pihak pada 15 Agustus 2005 di Helsinki berarti usia perdamaian Aceh sekarang
sudah 13 tahun dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM
masih sebatas harapan.
Telah ada berbagai inisiatif yang telah diambil oleh para pihak berwenang
di Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk
menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan di berbagai
tahapan di masa konflik dan peristiwa-peristiwa khusus. Meskipun banyak dari
investigasi telah penting dalammendokumentasi banyak pelanggaran HAM yang
terjadi selama masa konflik, mereka hanya menyediakan pendekatan yang
sepotong-sepotong untuk menghadirkan kebenaran dan gagal untuk menyediakan
catatan rekaman akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kedua belah pihak
antara 1976 dan 2005.
Lebih lanjut, beberapa dari investigasi-investigasi tersebut merupakan
upaya permulaan dantidak melihat lebih dalam terhadap penyebab dari kejahatan-
kejahatan tersebut atau mengidentifikasi apa yang terjadi terhadap para korban
penghilangan paksa. Tidak ada satu pun dari laporan akhir investigasi-investigasi
tersebut telah dibuat tersedia secara publik dan banyak dari rekomendasi-
rekomendasinya untuk memastikan proses penuntutan hukum secara cepat bagi
kejahatan-kejahatan yang telah diidentifikasi belum juga dilaksanakan.14
Meskipun jarang dilabelkan sebagaimana mestinya, banyak pelanggaran
HAM yang terjadi dalamkonflik Aceh,masuk kategori kejahatan di bawah hukum
internasional. Banyak dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh kedua
belah pihak dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang terjadi
antara 1989 dan 2005 bisa masuk kategori kejahatan perang. Lebih jauh, banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dan kelompok pendukungnya
selama menekan gerakan kelompok pro-kemerdekaan di Aceh nampaknya
merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematik, dan bisa merupakan
kejahatanterhadap kemanusiaan.
Namun demikian, sebagian besar kejahatan-kejahatan tersebut belum
diinvestigasi dan mereka yang diduga melakukannya belum juga didakwa dan
diadili di hadapan pengadilan sipil di Indonesia.Banyak korban dan keluarga
mereka tidak punya akses kepada pengadilan karena kerangka legal yang catat dan
menghambat.
Lebih lanjut kejahatan di bawah hukum internasional saat ini tidak
didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat
sangat sulit bagi para korban untuk mencari keadilan di muka pengadilan pidana
di Indonesia.Meski adanya Pengadilan HAM sejak 2000, sejumlah kecil kasus-
kasus yang telah diadili di muka Pengadilan HAM ini semuanya tidak ada dari
Aceh semuanya menghasilkan baik itu pembebasan atau vonis hukuman yang
kemudian dibatalkan di tingkat banding.
14https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2122672015INDONESIAN.pdfdi
akses pada tanggal 20 november 2018 hal 1
Lebih lanjut, Pengadilan HAM hanya bisa mengadili kasus-kasus genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak mencakup kejahatan-kejahatan lain di
bawah hukum internasional. Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No.
26/2000) juga diam tentang apakah keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung,
termasuk tidak melanjutkan dengan sebuah proses penyidikan atau penuntutan,
dapat digugat secara legal.
Pada Oktober 2013, Komnas HAM membentuk sebuah tim investigasi
pro-justiciaterhadap lima kasus “pelanggaran HAM yang berat” di Aceh,
termasuk kasus Simpang KKA 1999 di Aceh Utara di mana militer menembak
mati 21 pengunjuk rasa, dan kasus Jamboe Keupok di Aceh Selatan di mana
empat orang ditembak mati dan 12 lainnya dibakar hidup-hidup oleh para serdadu
diMei2003. Namun demikian, hingga hari ini Komnas HAM belum juga
menyelesaikan investigasinya terhadap semua kasus dengan alasan tidak memiliki
sumber daya yang mencukupi sebagai halangan.15
Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap korban konflik yaitu
Halimah, Husna, Wardiah, Ahmad, Usman, M.Husen Amanaf dan
Khaidirpersepsi keadilan menurut mereka ialah sebagai berikut:
Halimah “saya baru merasa adil jika pelaku yang berbuat keji
terhadap saya dan anak saya kalau bisa di beri hukuman
setimpal, dan pemerintah memberikan hak-hak saya seperti
yang telah di janjikan dulu dan bantuan yang seharusnya saya
terima jangan di korup hak kami”.16
15https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2122672015INDONESIAN.pdfdi
akses pada tanggal 20 november 2018 hal 2
16 Wawanncara di lakukan dengan Halimah korban konflik pada tanggal 20 November
2018
Husna, “ Jika yang yang menganiaya saya juga dihukum itu
baru adil dan juga pemerintah memberikan modal usaha untuk
saya”17
Wardiah, “Kalau bisa yang telah membunuh suami saya jangan
di biarkan bebas dan seolah tanpa dosa tetapi dia harus di
hukum juga, dan saya sudah tua dan sering sakit-sakitan jadi
saya berharap pemerintah memberikan saya biaya untuk
berobat dan untuk rehap rumah”.18
Ahmad, “Tepati janji yang telah di buat dulu kepada kami
yaitu mensejahterakan kami para korban konflik seperti yang
di sebut dalam MOU dan berilah hak-hak kami yang
semestinya kami terima baru itu adil”.19
Khaidir, “Adil jika yang di janji dulu kepada kami sesuai
dengan nota perdamaian di berikan kami  tanah untuk
bercocok tanam dan rumah layak huni, baru itu adil jangan
hanya janji janji saja”.20
Usman, “Menurut saya adil itu kalau pemerintah memberi
bantuan rumah konflik kepada semua korban konflik walaupun
tipe rumah kecil”.21
M.Husen Amanaf,“Menurut saya yang dikatakan adil semua
korban konflik harus mendapat perhatian dan sejahtera
sedangkan ini belum, sebagian ada yang mendapatkan bantuan
dan sebagian belum”.22
Dari beberapa narasumber dalam wawancara di atas dapat dilihat sebagian
dari mereka menginginkan pelaku yang melakukukan tidak kejahatan terhadap
mereka dihukum dan ini sangat manusiawi dikarenakan semua orang pasti akan
17 Wawanncara di lakukan dengan Husna korban konflik pada tanggal 20 November 2018
18 Wawanncara di lakukan dengan Wardiah korban konflik pada tanggal 20 November
2018
19 Wawanncara di lakukan dengan Ahmad korban konflik pada tanggal 21 November
2018
20 Wawanncara di lakukan dengan Khaidir korban konflik pada tanggal 21 November
2018
21 Wawanncara di lakukan dengan Usman korban konflik pada tanggal 2 Februari 2019
22 Wawanncara di lakukan dengan M.Husen Amanaf korban konflik pada tanggal 2
Februari 2019
menjawab begitu jika ia di posisi yang sama, dan mereka menagih janji
pemerintah yang telah lama tidak di tepati.
4.4.2. Proses Reparasi dan Rekonsiliasi
4.4.2.1. proses reparasi
Reparasi (pemulihan) secara umum digunakan untuk menjelaskan
penggantian kerugian atau pembayaran yang di lakukan oleh negara atas
terjadinya pelanggaran HAM kepada seseorang. Reparasi juga termasuk langkah-
langkah di luar penggantian uang tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan
maaf kepada publik, penggantian kerusakan dan lainnya.
Hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM juga di atur dalam
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 7
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 “setiap orang berhak menggunakan semua
upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi
manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai
hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia, dan ketentuan
hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang
menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasioanal.”
Salah satu jaminan tentang hak reparasi adalah hak untuk memperoleh
keadilan. Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia di sebutkan:
“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan
gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun
administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas
dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang
menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur
dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”
Berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
di atas, dengan adanya ratifikasi atau aksesi atas sejumlah instrumen HAM
internasional oleh Indonesia maka hak atas reparasi harus dilaksanakan oleh
negara selain berdasarkan hukum nasional juga merujuk kepada berbagai
ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang
telah diterima Indonesia. Indonesia adalah peserta pada sejumlah instrumen HAM
utama yang mewajibkan negara peserta untuk menjamin reparasi yang efektif bagi
korban korban pelanggran HAM.
Sampai saat ini bentuk pemulihan yang diberikan pemerintah kepada
korban konflik Aceh adalah kompensasi finansial dan bantuan-bantuan lainnya
dalam proses pendistribusiannya ada yang mengeluhkan belum merata.
Kompensasi finansial dan bantuan-bantuan ini di berikan melalui Badan
Reintegrasi Aceh (BRA) yang didirikan untuk menjalankan program re-integrasi
ekstensif kepada para mantan kombatan dan masyarakat sipil yang terkena imbas
konflik.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2017,
pemerintah Aceh mengalokasikan Rp. 61 miliar kepada BRA. Menjalankan
reparasi melalui pogram integrasi untuk para mantan kombatan menimbulkan
masalah. Perwakilan para korban dan para pekerja organisasi non pemerintah
mengungkapkan keprihatinan tentang proses yang tidak jelas dan sulitnya untu
mengakses skema bantuan tersebut. Mulai dari definisi “korban konflik” yang
tidak di jabarkan secara baik hingga tidak jelas siapa yang mendapat apa dan
mengapa dari program bantuan tersebut. Ada yang mendapatkan bantuan finansial
selama satu tahun, dan yang lainnya selama dua atau tiga tahun.23
Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan
semaksimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggarana HAM berlangsung.
Bentuk-bentuk dari reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi:
 Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya
pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga,
kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau hak milik.
 Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai
akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental termasuk rasa
sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan termasuk pendidikan;
kerugian materil; dan, hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial;
rusaknya reputasi atau martabat; serta biaya yang di perlukan untuk
memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.
 Rehabilitas, yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
 Satisfaksi dan jaminan nonrepetisi yang meliputi: 1). Penghentian pelanggaran;
2). Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya;
3). Pernataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat,
reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan
23 Lily Husni Putri, Maya Permatasari“Impelementasi Pemenuhak Hak Atas Reparasi
Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Di Tinjau Dari Hukum Internasional” Vol.2 3
Desember.2018.hal 424-429
korban.24
Dari bentuk-bentuk reparasi di atas yang telah di lakukan oleh pemerintah
kepada korban pelanggaran HAM kususnya di kecamatan ulim berdasarkan
kepada penelitian yang di lakukan terhadap mereka ialah baru pada tahap
kompensasi meskipun itu belum maksimal dan ada yang mengeluhkan bahwa
belum mendapatkan.
4.4.2.2. Proses Rekonsiliasi
rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan kembali
pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan.25 Rekonsiliasi jika
di lihat dalam konteks alternatif penyelesaian kejahatan masalalu adalahkesedian
memaafkan serta melupakan sejarah kelam di masa lalu demi terciptanya tatanan
politik yang lebih baik di masa depan.Intinya rekonsiliasi lebih meningkatkan
pencapaian tujuan akhir itu dari pada penuntutan pidana. Rekonsiliasi memiliki
implkasi membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik
dankebencian masa lalu.26
Misi ini didasarkan pada kepercayaan bahwa rekonsiliasi antara pelaku
dankorbanpelanggaranHAM membutuhkan pengungkapan kebenaran di belakang
semua kejadian secara menyeluruh.Oleh karena itu, memberikan kesempatan
kepada korban untuk bicara danmenerima penjelasan tentang kejadian-kejadian
penting yang berhubungan denegan pelanggaran HAM di masa lalu merupakan
24 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 3.
25Rekonsiliasihttp://kbbi.web.id/rekonsiliasi, diakses pada 7 Januari 2019
26 Zahratul Ain Taufik “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pola
Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Tahun 2006”Vol,5.No.2. Agustus 2017  Hlm
207
hal yang penting.Inilah fondasi untuk mengungkap kebenaran demi menegakkan
keadilan.
Tidak mungkin  sebuah bangsa dapat hidup bersatu padu  dalam damai di
atas  sejarah penuh  luka  dan  kekerasan. Proses  transisi  menuju  demokrasi
harus berjalan di atas proses sejarah  yang jujur, adil  dan  bertanggung  jawab.
Pemerintahan  yang  baru  harus menemukan  jalan  keluar  untuk meneruskan
detak nadi kehidupan, menciptakanulang  ruang  nasional  yang damai dan
layakdihuni, membangun semangat dan upaya rekonsiliasi dengan para musuh
masa lampau, dan mengurung kekejamanmasalampau dalam sangkar masa
lampaunya sendiri27
Dalam Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi BAB VII di jelaskan sebagai berikut :
Tujuan Rekonsiliasi Pasal 33
Rekonsiliasi bertujuan:
 merajut kembali persaudaraan yangterpecahdan menghilangkan dendam
antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat
keutuhan masyarakat dan bangsa; dan
 membangunkebersamaanuntukmenjagakeberlanjutanperdamaian;
 mencegah berulangnya konflik; dan
 menjaga keutuhan wilayah Aceh.28
Dari serangkain proses rekonsiliasi maksut dan tujuan yang ingin di capai
ialah pemaafan bagi korban kepada si pelaku dan bersedia berdamai dengan suka
27Aulia Rosa Nasution, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan
Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”Vol, 11 No,1  Mercatoria.
Juni 2018.Hlm 121-122
28 Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi BAB
VII
rela tanpa paksaan serta memberikan kepuasan kepada korban dengan ketentuan
seperti yang telah di sebutkan dalam Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013Tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi BAB VII Rekonsiliasi. Namu dari hasil
wawancara yang dilakukan dengan korban konflik di kecamatan ulim, akan sangat
sulit bagi mereka yang menjadi korban pembunuhan untuk memafkan pelaku,
yang mereka itu sebenarnya tidak bersalah apa-apa dan mereka tidak terlibat
dalam kelompok tertentu, tetapi mereka dibunuh secara keji dengan alasan yang
tidak jelas, seperti yang di ungkapkan salah seorang korban bernama wardiah
yang suaminya di bunuh yaitu :
“saya baru bisa memaafkan jika pelaku yang membunuh suami
saya mendapatkan hukuman yang setimpal.”29
Proses rekonsiliasi ini akan sulit dilakukan terhadap korban pembunuhan
jika ketentuannya tidak mengarah kepada proses hukum bagi sipelaku, dan juga
akan di persulit lagi jika pelakunya sudah meninggal dunia, tidak mungkin
keluarga pelaku yang akan menerima hukumannya seperti yang di sebut dalam
qanun Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi BAB VII Rekonsiliasi pasal 34 yaitu “Dalam hal pelaku telah
meninggal dunia maka rekonsiliasi dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku
sebagai wakil pelaku dan keluarga pelaku dengan korbanatau keluarga korban”.
Karena menurut korban jika pelakunya masih hidup maka dia harus di
hukum dengan hukuman yang setimpal, tetapi jika pelakunya sudah meninggal
mungkin mereka bisa memaafkan dengan ketentuan reparasi yang memadai.
29 Wawancara di lakukan dengan wardiah  korban konflik pada tanggal 20 November
2018
Tetapi jika korban yang masih hidup dan tidak mengalami kerusakan fisik yang
terlalu parah mungkin mereka bisa memaafkan dengan proses retitusi yang
memadai dan sesuai dengan yang mereka buthkan, seperti pengakuan korban
konflik,Ahmad yaitu :
“saya bisa memaafkan pelaku jika pemerintah bisa memberi
saya ganti rugi yang sesuai”.30
Ada satu korban konflik bernama Usman yang sudah bisa memaafkan
pelaku dan dia juga sudah mendapatkan rumah layak huni, dalam wawancara
yang dilakukan peneliti, beliau mengatakan sebagai berikut :
“Kalau kita tidak memaafkan pun tidak ada artinya dan
membuat melarat si pelaku makanya di maafkan saja supaya
pelaku terbebas dari dosa dan yang sudah meninggal
mendapat phahala dan kita tidak menaruh dendam”.31
Berbeda dengan pengakuan korban konflik yang lain M.Husen Amanaf
yang orang tuanya di bunuh ketika konflik dengan alasan yang tidak jelas dan
padahal orang tuanya tidak terlibat dalam kelompok bersenjata beliau mengatakan
sebagai berikut :
“Saya tidak bisa memafkan pelaku sampai kapanpun karena
orang tua saya di bunuh dengan keji sedang ia tidak
bersalah apa-apa dan tidak tergabung dalam kelompok
apapun”.32
4.5.Tantangan masa depan
30 Wawanncara di lakukan dengan Ahmad  korban konflik pada tanggal 21 November
2018
31 Wawanncara di lakukan dengan Usman korban konflik pada tanggal 2 Februari 2019
32 Wawanncara di lakukan dengan M.Husen Amanaf  korban konflik pada tanggal
2 Februari 2019
Setelah berkomitmen untuk membangun sistem hukum yang menjamin
keadilan dan kebenaran yang berdasarkan aturan perundangan dan Hak Asasi
Manusia yang ditetapkan dalam TAP MPR No.IV Tahun 1999 Tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.Namun fakta belum bisa memenuhi
janjinya untuk bertanggung jawab atas tragedi-tragedi besar yang menelan banyak
korban selama Orde Baru.
Disisi lain juga perlu diapresiasi Indonesia telah sukses melakukan
kemajuan pertanggungjawaban melalui kerja kolektif antara Komnas HAM,
Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Namun, lagi-lagi pemerintah belum punya komitmen untuk menunjukkan
mengakui kebenaran tentang kekerasan dan kejahatan besar yang tentunya
dilakukan oleh aktor-aktor negara, atau unutk mengadili para pelaku dan
mnecegah keberulangan serta memenuhi reparasi kepada korban.
Tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang
Tentang Pembentukan Kebenaran dan Rekonsiliasi, hanya saja di waktu yang
sama mengalami kendala setelah melakukan uji materi dari Mahkamah Konstitusi.
Para korban atau masyarakat sipil umumnya menuntut untuk penghapusan pasal-
pasal yang mengharuskan para korban untuk memaafkan pelaku atau aktor-aktor
yang talah melakukan kesalahan besar terlebih dahulu sebelum menerima
reparasi, malah kondisi lain yang tidak pernah terpikirkan oleh korban Mahkamah
Konstitusi justru membatalkan seluruh Undang-Undang tersebut. Perkara
menunjukkan sebuah bentuk kekalahan dalam memerangi impunitas.
Sebabnya dengan berakhirnya komisi kebenaran nasional berefek terhadap
kendala-kendala dalam pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh,
yang sudah ditepakan atau dijanjikan dalam perjanjian damai pada tahun 2005
kemarin. Pun demikian, tekanan-tekanan dari berbagai pihak baik pihak korban
atau masyarakat sipil yang akhirnya berhasil melahirkan Undang-Undang KKR
Lokal di tahun 2013.
Meskipun KKR di Aceh telah di bentuk namu persoalan demi persoalan
terus di hadapi oleh KKR Aceh dalam menjalankan agenda kerjanya. Hal itu di
sebabkan kurangnya peranan perintah dalam mendukung pengungkapan
kebenaran yang di lakukan oleh KKR Aceh seperti yang di ungkapkan oleh
Komisioner KKR Aceh Afridal Darni yang di muat oleh ModusAceh.co bahwa
belum ada dukungan kongkrit dari Pemerintah Aceh, misal pihaknya telah
mengajukan anggaran tahhun 2018 sebesar Rp. 20 milyar lebih. Namun yang di
setujui hanya sekitar Rp.4 miliar. Begitupun, dana tersebut dititipkan pada dinas
Sosial Aceh sebagai mata anggaran korban tindak kejahatan dan traficking dalam
rumah tangga, dan beliau juga menambahkan jika “ sampai sekarang kami tidak
punya kantor. Setelah kita desak di kasih Mes Dishub Aceh. Dan kita sudah
berkali-kali menyurati gubernur Aceh yang saat itu masih irwandi yusuf
(tersangka KPK) dan kami juga sudah dua kali menyurati PLT Gubernur Aceh
Nova Iriansyah tapi, belum juga berhasil ungkapnya.33
Jika Persoalan ini tidak segera di atasi dan pemerintah terus
mengabaikannya maka pengungkapan kebearan di aceh tidak akan terselesaikan
tepat waktu mengingat masa kerja KKR aceh yang di berikan hanya lima tahun
33Pemerintah Aceh di Nilai Tak Dukung Pembentukan KKR
Aceh.http://modusaceh.co/news/pemerintah-aceh-dinilai-tak-dukung-pembentukan-kkr-
aceh/index.html di akses pada 25 november 2018
dan harus menyelesaiakn begitu banyak persoalan. Dikhawatirkan ini akan
berdampak kepada korban konflik yang rata-rata sudah berusia lanjut dan jika di
lakukan pengungkapan kebenaran kemungkinan ia tidak akan ingat lagi dengan
jelas bagaimana kejadian yang menimpanya dahulu.
Seiring berjalannya waktu generasi baru terus bertambah dan tidak
menutup kemungkinan buntut dari perolehan ke adilan tidak di dapatkan oleh
korban konflik dan dendam lama akan di wariskan ke cucu atau anak mereka dan
takutnya dikemudian hari nanti konflik baru akan muncul.
BAB V
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN
Dari pembahasan pada bab empat, maka dengan ini dapat disimpulkan
bahwa masyarakat korban konflik di Kecamatan Ulim Pidie Jaya mempersepsikan
keadilan menurut mereka ialah mereka menginginkan pelaku yang telah
melakukan tindak kekerasan terhadap mereka di hukum dengan hukuman yang
setimpal dan mereka di berikan hak yang sepatutnya mereka terima.
Permintaan para korban konflik Pada prinsipnya tidak Banyak mereka
hanya menginginkan apa yang menjadi hak mereka dan proses mereka untuk
mendapatkan keadilan harus di permudah oleh pemerintah, jangan membuat
mekanisme yang terlalu berbelit-belit karena mereka sudah tidak punya waktu lagi
untuk mempelajari itu semua.
Keinginan dan hasrat hati mereka semua sama mereka hanya
menginginkan keadilan dan di berikan bantuan sesuai dengan yang mereka
butuhkan semisal, rumah, modal usaha, dan akses untuk mendapatkan layanan
kesehatan di permudah, serta pelaku kejahatan khususnya yang telah membuat
mereka meregang nyawa dengan alasan yang tidak jelas, harus mendapatkan
hukuman yang setimpal, jangan mereka bebas dan bersenag-senang di atas
penderitaan orang lain seolah tanpa dosa.
Meskipun pemerintah telah mendirikan Badan Reintegrasi Aceh(BRA)
namu dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan masih ada dari
korban koonflik yang belum bisa menikmati bantuan dari program tersebut seperti
sehaharusnya. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi cita-cita bersama
untuk mewujudkan ke adilan bagi para korban pelanggaran HAM di Aceh pun
tidak bisa berbuat banyak di karenakan mereka keterbatasan sarana dan prasarana,
sudah berulang kali keluhan ini di suarakan kepemerintah tetapi hasilnya sama
saja tidak ada respon dari pemerintah.
5.2. Saran
Saran dari penulis khususnya kepada pemerintah mulai sekarang harus
mengambil langkah yang tegas dan berani untuk mensukseskan proses
penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh. Permudah proses untuk
mendapatkan keadilan yang menjadi prioritas utama bagi korban konflik, dan
untuk lembaga yang  memjalankan tugas membantu korban konflik harus di bantu
jangan di persulit dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
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